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 Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. 
Kontribusi dari retribusi bagi PAD sangat besar bila dapat terus digali dan 
dikembangkan penerimaannya secara maksimal. Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (RPP/K) merupakan retribusi daerah yang memiliki 
potensi yang besar karena semua bidang kehidupan berkaitan dengan fasilitas dan 
pelayanan kebersihan khususnya pada sektor rumah tangga. Namun 
kenyataannya, realisasinya masih kurang dari potensi yang ada. Hal ini 
dikarenakan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib retribusi masih rendah serta 
terdapat indikasi penyelewengan pungutan retribusi. 
Penerapan production sharing sebagai motivasi atau rangsangan kepada 
masyarakat untuk membayar kewajiban RPP/K sektor Rumah Tangga (RT) 
dengan tertib dan tepat waktu. Tujuannya adalah upaya pemerataan hasil RPP/K 
agar dapat dirasakan oleh masyarakat. Production sharing (pola bagi hasil 
produksi) merupakan pola pembagian hasil penerimaan RPP/K RT antara pihak 
Dipenda selaku pengelola dan pihak kelurahan selaku pelaksana pemungutan. 
Realisasi penerimaan tiap kelurahan yang melebihi target batas sharing (target 
setoran pungutan) akan mendapatkan pembagian hasil tersebut dengan persentase 
90% dari kelebihan tersebut (production sharing) untuk Dipenda dan 10% untuk 
pihak kelurahan. Production sharing ini mulai diterapkan pada tahun 2005, 
sehingga hal ini sangat menarik untuk diteliti. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukan peningkatan realisasi 
antara penerimaan RPP/K RT sebelum dan sesudah adanya production sharing 
sebesar Rp 118.298.300,- atau 14,83%. Namun demikian, penerapan production 
sharing  belum optimal karena hanya sedikit kelurahan yang menerimanya. Hal 
ini berarti masih banyak kelurahan yang realisasi pungutannya tidak dapat 
melebihi target batas sharing padahal terjadi peningkatan potensi yaitu 
bertambahnya jumlah wajib retribusi seiring dengan bertambahnya jumlah KK di 
Kota Surakarta. Selain itu, terjadi peningkatan terhadap target RPP/K RT pada 
tahun 2005 sebesar Rp 50.928.900,- atau 5,88%. Sedangkan kontribusi RPP/K 
terhadap PAD pada tahun 2004 sebesar 2,57% dan sebesar 2,71% pada tahun 
2005. 
Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan production 
sharing memiliki pengaruh terhadap realisasi penerimaan RPP/K. Oleh karena itu 
perlu dilakukan beberapa upaya guna mendukung pelaksanaan production sharing 
sehingga realisasi penerimaan RPP/K dapat meningkat bahkan mencapai potensi 
RPP/K yang sebenarnya. 
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MOTTO 
 
Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu”.  (Q.S Al-Baqoroh : 45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmlah hendaknya kamu berharap. (Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
Beribadahlah sebagai Nabi/Rasul, Berprinsiplah dalam hidup sebagai pengabdi, Beradilah 
dalam mental sebagai pejuang, Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan sebagai prajurit 
serta Berkaryalah dalam pembangunan sebagai pemilik 
(Prof. DR. HSS. Kadirun Yahya, MA.,MSC ) 
 
Barang siapa bertaqwa kepada Allah, Allah akan menunjukkan baginya jalan keluar (dari 
kesulitan), dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya 
(Q.S. Ath-Thalaq : 2) 
 
Melakukan sesuatu hal walaupun yang paling sederhana sekalipun butuh belajar untuk 
memahaminya agar dapat berhasil, maka jangan berhenti tuk terus belajar. Sesungguhnya 
belajar memahami dan memaknai kehidupan adalah hal yang paling hakiki. Belajarlah untuk 
menjadi dewasa dalam berfikir dan bijaksanalah dalam bertindak. 
 
Setiap orang ingin menjadi pandai dan cerdas, tapi alangkah bahagiannya menjadi orang yang 
beruntung. Beruntunglah jika selalu dalam Lindungan dan Ridho-NYA, dan beruntungalah 
orang selalu dengan-NYA. Maka carilah Jalan (wasilah yang haq) untuk selalu 
bersama-NYA, Alangkah Bahagia Qolbu ini!!! 
(penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Karya yang sederhana ini khusus penulis persembahkan untuk : 
 
(Alm) YML Ayahanda Guru Mursyid yang senantiasa membimbing qolbuku di 
setiap langkah dan perjalanan hidupku 
 
Bapak dan Ibuku yang selalu mendo’akan, mendukung dan mencurahkan kasih 
sayangnya 
 
Eyang kakung dan (Alm) Eyang putri  yang selalu menasehatiku & mendukung 
setiap langkahku 
 
Adik-adikku tersayang yang selalu jadi harapanku 
 
Sahabat-sahabat terbaikku 
 
Almamaterku 
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nny, Daryatie, Nopie, Diena, Cinta-Me En VerA, thanks bgt atas 
kebersamaan dan keceriaannya selama 3 tahun ini. Jangan lupakan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
I. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
Pada tahun 1945 sampai tahun 1946 di daerah Surakarta terjadi 
pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Dengan 
adanya Penetapan Pemerintah Nomor 16/S-D tanggal 15 Juli 1946, 
Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah 
Karesidenan dan dibentuk daerah baru dengan nama Kota Surakarta. 
Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota 
Surakarta terdiri atas jawatan-jawatan antara lain jawatan sekretariat 
umum, jawatan keuangan, jawatan pekerjaan umum, jawatan sosial, 
jawatan kesehatan, jawatan perusahaan, jawatan pendidikan dan 
kebudayaan, jawatan pamong praja, dan jawatan perekonomian. 
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur 
Pemerintahan, maka Jawatan Sekretariat Umum diganti menjadi Dinas 
Pemerintahan Umum, yang terdiri atas urusan-urusan dan setiap urusan 
ada bagian-bagian. Urusan-urusan pada Dinas Pemerintahan Umum 
terdiri atas : 
 
1 
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1) urusan sekretariat umum, 
2) urusan sekretariat DPRD, 
3) urusan kepegawaian, 
4) urusan pusat perbendaharaan (dahulu masuk jawatan keuangan), 
5) urusan pusat pembukuan (dahulu masuk jawatan keuangan), 
6) urusan pusat pembelian dan perbekalan, 
7) urusan pajak (dahulu masuk jawatan keuangan), 
8) urusan perumahan, 
9) urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (dahulu masuk 
jawatan pamong praja), dan 
10) urusan perundang-undangan. 
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya 
Surakarta Nomor 259/X.10/Kp.70 tanggal 23 Februari 1970 tentang 
Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya Surakarta, Urusan-urusan 
dari Dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan 
Umum diganti Bagian, dan Bagian membawahi Urusan-urusan. Dinas 
Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti Bagian Pajak. Pada tahun 
1972, Bagian Pajak dihapus berdasarkan Surat Keputusan Walikota 
Kepala Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 
tanggal 30 Juni 1972 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas 
Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru, 
maka Bagian Pajak dihapus kemudian diganti dengan Dinas Pendapatan 
Daerah atau disingkat dengan Dipenda.  
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Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lahirlah 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang 
Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah. Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas 
Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai aparat peningkatan Pendapatan 
Daerah Tingkat II perlu adanya pembenahan aturan-aturan yang sudah 
berlaku. Pada tahun 1978 dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dipenda Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 
Struktur organisasi untuk Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan 
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dengan 
dikeluarkannya  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 1981 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Menurut perda ini susunan 
organisasi dititikberatkan pada pembagian tugas dan fungsinya menurut 
jenis-jenis pendapatan daerah berdasarkan Manual Pendapatan Daerah 
(Mapenda), yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 
26 Mei 1988 Nomor 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, 
Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, Pembagian Tugas dan 
Fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan 
daerah yaitu pendataan, penetepan, pembukuan dan sebagainya. Sistem 
dan prosedur tersebut dikenal dengan sebutan Manual Pendapatan 
Daerah (Mapatda). Sistem ini diujicobakan dan diterapkan di Kotamadya  
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Surakarta serta dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. 
Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana 
pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh 
seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas 
berada dibawah walikota dan bertanggung jawab kepada walikota 
melalui sekertaris daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai 
fungsi antara lain : 
a) penyelenggaraan tata usaha dinas, 
b) penyusunan rencana program pengendalian evaluasi dan pelaporan, 
c) penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah 
dan wajib retribusi daerah, 
d) pelaksanaan perhitungan, penerapan, angsuran pajak dan retribusi, 
e) pengelolaan pembukuan penerimaan pajak, retribusi dan 
pendapatan lain, 
f) pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan 
pendapatan lain, 
g) penyelenggaraan penyuluhan, 
h) pembinaan jabatan fungsional, dan 
i) pengelolaan cabang dinas.  
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II. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota 
Surakarta adalah sebagai berikut. 
1) Kepala Dinas 
2) Bagian Tata Usaha terdiri atas sub bagian umum, sub bagian 
kepegawaian, dan sub bagian keuangan. 
3) Sub Dinas Program, terdiri atas seksi perencanaan, dan seksi 
pengendalian evaluasi dan pelaporan. 
4) Sub Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, terdiri atas seksi 
perencanaan pendaftaran dan pendataan,  serta seksi dokumentasi 
dan pengolahan data. 
5) Sub Dinas Penetapan, terdiri atas seksi penghitungan, seksi 
penerbitan surat ketetapan, dan seksi angsuran. 
6) Sub Dinas Pembukuan, terdiri atas seksi pembukuan penerimaan, 
dan seksi pembukuan persediaan. 
7) Sub Dinas Penagihan, terdiri atas seksi penagihan dan keberatan, 
dan seksi pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain-lain. 
Cabang Dinas yang terdiri atas : 
a. cabang Dinas Pendapatan Daerah I, meliputi Kecamatan 
Banjarsari,  
b. cabang Dinas Pendapatan Daerah II, meliputi Kecamatan Pasar 
Kliwon, dan  
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c. cabang Dinas Pendapatan Daerah III, meliputi Kecamatan 
Laweyan dan Kecamatan Serengan. 
8) Kelompok Jabatan Fungsional 
Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian yaitu sebagai 
berikut. 
1. Kepala Dinas 
Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang  pendapatan daerah yaitu sebagai berikut. 
a. Merumuskan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan 
pembinaan terhadap urusan bina program, pendaftaran 
pendataan dan dokumentasi, penetapan, pembukuan serta 
penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain. 
b. Memberikan perijinan di bidang pendapatan daerah sesuai 
dengan kebijakan teknis yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
c. Menginventarisasi permasalahan guna mempersiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah. 
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna 
kelancaran dalam pelaksanaan tugas. 
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2. Bagian Tata Usaha 
Bagian tata usaha mempunyai kepala bagian tata usaha yang 
bertugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian 
dan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan 
oleh kepala dinas, misalnya : 
a. mengelola administrasi surat-menyurat, peralatan dan 
perlengkapan kantor, rumah tangga serta dokumen dan 
perpustakaan, dan 
b. menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi 
hukum. 
Bagian tata usaha dibagi dalam 3 (tiga) sub bagian, yaitu sebagai 
berikut. 
a. Sub bagian umum 
Kepala bagian umum mempunyai tugas surat-menyurat, 
kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan 
dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, 
pengaturan, penggunaan kendaraan dinas dan 
perlengkapannya, hubungan masyarakat dan sistem jaringan 
dan informasi hukum. 
b. Sub bagian kepegawaian  
Kepala bagian kepegawaian bertugas melaksanakan 
pengelolaan dan kepegawaian, misalnya menyiapkan dan 
mengolah bahan usulan tentang pengangkatan, kenaikan 
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pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, dan kenaikan 
gaji berkala dan tunjangan. 
c. Sub bagian keuangan 
Sub bagian keuangan bertugas melaksanakan pengelolaan 
administrasi keuangan, diantaranya mepersiapkan bahan 
penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana 
Anggaran Satuan Kegiatan (RASK) pada setiap awal tahun 
anggaran. 
3. Sub Dinas Program 
Kepala Sub dinas bina program bertugas melaksanakan 
penyusunaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas, 
mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan 
pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Sub Dinas Bina Program dibagi menjadi 2 (dua) 
seksi sebagai berikut. 
a. Seksi perencanaan 
Kepala seksi perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, 
mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan 
rencana strategi dan program kerja tahunan dinas. 
b. Seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan 
Kepala seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan mempunyai 
tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisis dan 
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evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan 
rencana strategis dan program kerja tahunan dinas. 
4. Sub Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi 
Kepala sub dinas pendaftaran, pendataan dan dokumentasi 
bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang 
pendaftaran, pendataan dan dokumentasi yang dibagi menjadi 2 
(dua) seksi, yaitu sebagai berikut. 
a. Seksi pendaftaran dan pendataan 
Kepala seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas 
menghimpun, mendokumentasikan, menganalisis dan 
mengolah data wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah. 
b. Seksi dokumentasi dan pengelolaan 
Kepala seksi dokumentasi dan pengelolaan mempunyai tugas 
menghimpun, mendokumentasikan, menganalisis dan 
mengolah data wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah. 
5. Sub Dinas Penetapan 
Kepala sub dinas penetapan bertugas menyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan di bidang perhitungan, penerbitan surat 
penetapan pajak dan retribusi serta penghitungan besarnya 
angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh kepala dinas. Sub dinas penetapan dibagi 3 (tiga) 
seksi, yaitu sebagai berikut. 
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a. Seksi perhitungan 
Kepala seksi penghitungan mempunyai tugas melaksanakan 
perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi. 
b. Seksi penerbitan surat ketetapan 
Kepala seksi penerbitan surat ketetapan mempunyai tugas 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan 
Retribusi (SKR), dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.  
c. Seksi angsuran 
Kepala seksi angsuran mempunyai tugas mengolah dan 
menetapkan besarnya angsuran pajak daerah dan retribusi 
daerah.  
6. Sub Dinas Pembukuan 
Kepala sub dinas pembukuan bertugas menyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan di bidang pembukaan penerimaan serta 
pembukuan persediaan sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh kepala dinas. Sub dinas pembukuan dibagi menjadi 
2 (dua) seksi, yaitu sebagai berikut. 
a. Seksi pembukuan penerimaan 
Kepala seksi pembukuan penerimaan mempunyai tugas 
menerima dan mencatat penerimaan, pembayaran serta setoran 
pajak dan retribusi yang kewenangannya. 
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b. Seksi pembukuan persediaan 
Kepala seksi pembukuan persediaan mempunyai tugas 
mengelola pembukuan, penerimaan dan pengeluaran benda 
berharga. 
7. Sub Dinas Penagihan 
Kepala sub dinas penagihan bertugas menyelenggarakan 
pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan dan 
pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Sub dinas 
penegihan dibagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu sebagai berikut. 
a. Seksi penagihan dan keberatan 
Kepala seksi penagihan dan keberatan mempunyai tugas 
melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi 
daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani 
permohonan keberatan dan penyelesaiannya. 
b. Seksi pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain 
Kepala seksi pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain 
bertugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber 
penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah 
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 
8. Cabang Dinas 
Kepala cabang dinas bertugas melaksanakan sebagian tugas 
kepala dinas pada cabang dinas di kecamatan, misalnya 
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melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam hal ini 
pendaftaran, pendataan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta 
penyampaian penetapan di wilayah kerja cabang dinas. 
9. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok jabatan 
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok jabatan 
fungsional di lingkungan dinas terdiri atas pranata komputer, 
arsiparis, pustakawan, auditor dan pemeriksa pajak. 
 
III. Kedudukan,  Tugas Pokok  dan Fungsi Dipenda 
Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surakarta adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang 
pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Dipenda Kotamadya Dati II 
Surakarta mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1990 pasal 3 yaitu melaksanakan 
sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah 
dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II Surakarta kepadanya. 
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Dipenda Kotamadya Dati II Surakarta mempunyai fungsi 
sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut. 
1. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan 
pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan 
oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta 
kepadanya. 
2. Melakukan urusan tata usaha. 
3. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah (WPD) 
dan Wajib Retribusi Daerah (WRD). 
4. Membantu melaksanakan pekerjaan pendataan obyek dan subyek 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh 
Direktorat Jendral Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan 
dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) 
wajib pajak. 
5. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah. 
6. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan 
Pajak (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jendral Pajak. 
7. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan 
penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah 
lainnya. 
 28 
8. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan 
pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, 
serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh 
Menteri Keuangan kepada daerah. 
9. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di 
bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi 
daerah, penerimaan asli daerah dan PBB. 
10. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah 
dan pendapatan daerah lainnya serta PBB. 
IV. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah 
Visi Dipenda adalah terwujudnya peningkatan pendapatan 
daerah yang optimal dalam rangka menjamin likuiditas keuangan 
daerah untuk mendukung pembangunan daerah. 
Misi Dinas Pendapatan Daerah, yaitu sebagai berikut. 
1. Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan 
pendapatan daerah. 
2. Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar 
pelayanan. 
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. 
4. Menciptakan sistem pengawas yang efektif. 
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B. Latar Belakang Masalah 
Penyelenggaraan otonomi daerah yang sedang berlangsung 
mendorong pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan potensi 
daerahnya. Hal ini sesuai dengan pengertian otonomi daerah menurut 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari 
kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 
pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan maka 
Pemerintah Daerah Surakarta harus meningkatkan pendapatan asli daerah 
yang berasal dari pajak daerah, retribusi, laba usaha daerah dan penerimaan 
lain-lainnya. Sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi 
daerah  dapat dilakukan dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak 
daerah maupun retribusi daerah. Peraturan mengenai pemungutannya diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 
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dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Pada pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 disebutkan retribusi daerah selanjutnya disebut dengan retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pada umumnya mempunyai 
hubungan langsung dengan kembalinya kontraprestasi karena pembayaran 
tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan kontraprestasi secara 
langsung dari pemerintah daerah.  Retribusi daerah dibagi menjadi 3 
golongan yaitu : 
1) retribusi jasa umum, 
2) retribusi jasa usaha, dan 
3) retribusi perizinan tertentu. 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (RPP/K) termasuk 
jenis retribusi jasa umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta 
sejak tahun 1981. Pada tahun 1981 retribusi ini disebut dengan retribusi 
kebersihan sampah dan mulai tahun 2001 sampai sekarang disebut retribusi 
pelayanan persampahan dan kebersihan. Menurut Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus 
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disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) untuk 
kepentingan pribadi/badan.  
 RPP/K merupakan pungutan yang dikenakan pada seluruh sektor 
baik usaha maupun non usaha. RPP/K dikenakan untuk 9 (sembilan) 
kategori usaha antara lain dalam komplek pasar, industri/pabrik, perusahaan 
jasa, perdagangan, fasilitas umum, usaha jasa, komplek terminal, angkutan 
umum, dan pertunjukan/keramaian umum insidental di luar ruangan, 
sedangkan 1 (satu) kategori non usaha yaitu rumah tangga. Setiap kategori 
memiliki tarif dan dasar pengenaan yang berbeda tergantung pada 
kelas/tingkat besarnya pungutan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003. 
 Sektor usaha merupakan bidang yang mempunyai potensi besar, 
selain itu pengenaan tarifnya  relatif lebih besar dari sektor rumah tangga. 
Dalam sistem pemungutannya sektor usaha juga lebih teratur karena 
dikelola langsung oleh pihak Dipenda. Berbeda dengan sektor rumah tangga 
yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan secara tidak langsung oleh 
pihak Dipenda yang bekerja sama dengan pihak kelurahan dan pengurus 
perkumpulan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai pemungut 
langsung, sehingga lebih besar kemungkinan timbulnya permasalahan.  
Sebenarnya sektor rumah tangga memiliki potensi besar pula dalam 
peningkatan penerimaan RPP/K dengan adanya faktor pertambahan jumlah 
subyek/wajib retribusi ini yaitu jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota 
Surakarta. Menurut data tahun 2002 terdapat 77.161 KK yang ditetapkan 
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sebagai Wajib Retribusi (WR) dan seiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk pada tahun 2005 dan 2004 yaitu 104.466 KK, yang terdata 
sebanyak 87.468 KK dan hanya 80.714 KK yang ditetapkan sebagai WR. 
Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin 
meningkat kebutuhan akan pelayanan dan prasarana kebersihan. Selain itu, 
masyarakat perlu menyadari bahwa masalah sampah/persampahan sekarang 
ini bukan masalah sederhana lagi karena setiap harinya baik itu sektor usaha 
maupun sektor rumah tangga pasti memerlukan pelayanan kebersihan 
sehingga dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan Pemkot. 
Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota 
yang dapat dinikmati masyarakat dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
serta aspirasi masyarakat, maka perlu didukung sarana dan prasarana 
pelayanan persampahan/kebersihan yang memadai (pasal 1, Perda Kota  
Surakarta Nomor 4 Tahun 2001). Permasalahan yang terjadi adalah belum 
optimalnya realisasi atas pungutan-pungutan RPP/K yang memberi 
implikasi terhadap kualitas pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah 
Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan lemahnya administrasi pelaksanaan 
pemungutan, ketidaklengkapan sistem pemungutan, pendataan yang 
kurang tertib serta faktor kesadaran wajib retribusi yang masih rendah.  
Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah 
Surakarta mengupayakan optimalisasi penerimaan RPP/K khususnya 
sektor rumah tangga dengan melakukan production sharing atau pola bagi 
hasil  produksi pemungutan RPP/K. Hal ini mulai disosialisasikan sejak 
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tahun 2003 melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 974/104/2003 
sebagai perubahan dari Keputusan Walikota Surakarta                             
Nomor 947/466/1/1989. Production sharing ini adalah program yang 
dirancang khusus oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan baru 
diterapkan pada sektor rumah tangga saja untuk menghadapi permasalahan 
pemungutan RPP/K yang selama ini terjadi. Awal penerapannya dilakukan 
tahun 2004 dan hanya diujicobakan pada sektor rumah tangga di 15 (lima 
belas) kelurahan dan pada tahun 2005 mulai diterapkan untuk seluruh 
kelurahan yaitu 51 (lima puluh satu) kelurahan yang tersebar di 5 (lima) 
kecamatan Kota Surakarta.  
Production sharing atau pola bagi hasil produksi pemungutan 
RPP/K merupakan suatu upaya pemberian motivasi atau rangsangan 
kepada  masyarakat untuk membayar kewajiban RPP/K dengan tertib dan 
tepat waktu. Kontraprestasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat berupa 
peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan. Production sharing 
atau pola bagi hasil produksi pemungutan retribusi pelayanan 
persampahan/ kebersihan diatur atas dasar Keputusan Walikota Surakarta 
Nomor 974/104/2003, dengan persentase production sharing sebesar 90% 
untuk kelurahan guna peningkatan pelayanan kebersihan sebagai institusi 
pengelola dan sebesar 10% untuk Pemerintah Surakarta dalam hal ini 
Dipenda Surakarta sebagai penyelenggaraan administrasi retribusi. 
Penerapan production sharing merupakan hal yang menarik untuk diteliti. 
Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 
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“ANALISIS PENERAPAN PRODUCTION SHARING PADA 
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN 
KATEGORI RUMAH TANGGA SERTA KONTRIBUSINYA 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  KOTA SURAKARTA” 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut. 
1. Berapakah besarnya realisasi penerimaan retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan terhadap peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah di Kota Surakarta ? 
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan production sharing pada RPP/K 
sektor rumah tangga ? 
3. Bagaimana penghitungan persentase yang digunakan dalam 
penerapan  production sharing ini ? 
4. Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas 
Pendapatan Daerah di Kota Surakarta atas penerapan production 
sharing pada RPP/K sektor rumah tangga ? 
5. Bagaimana upaya/solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 
dan kendala atas penerapan  production sharing pada RPP/K sektor 
rumah tangga ?  
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D. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan gambaran umum dan permasalahan di atas, penulis 
mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut. 
1. Mengetahui besarnya realisasi penerimaan retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Surakarta. 
2. Mengetahui penghitungan persentase yang digunakan dalam 
penerapan production sharing. 
3. Mengetahui prosedur pelaksanaan production sharing pada RPP/K 
sektor rumah tangga. 
4. Mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan  
production sharing pada RPP/K sektor rumah tangga. 
5. Mengetahui upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan dan 
kendala dalam penerapan production sharing pada RPP/K sektor 
rumah tangga.  
E. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua 
pihak sebagai berikut. 
1. Bagi instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai 
obyek penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan maupun 
evaluasi terhadap pendataan potensi retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan, sarana untuk memberikan saran dan kritik 
yang berguna bagi peningkatan kinerja Dipenda Surakarta serta 
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memberikan stimulan untuk memaksimalkan potensi yang ada 
sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah. 
2. Bagi peneliti dapat mengukur kemampuan diri, menerapkan ilmu 
perpajakan yang telah diperoleh, dan membantu menyelesaikan tugas 
akhir, serta memberi pengalaman dalam praktik penerapan ilmu 
perpajakan. 
3. Bagi  pembaca dapat memberi gambaran, menambah wawasan dan 
pengetahuan mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 
serta permasalahan yang terjadi. 
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BAB II 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
Berdasarkan pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 disebutkan retribusi daerah selanjutnya disebut dengan retribusi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (RPP/K) termasuk 
jenis retribusi jasa umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 11 Tahun 2003 atas perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi  adalah 
pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan kota untuk kepentingan 
pribadi/badan. Retribusi kebersihan adalah pungutan oleh pemerintahan 
daerah sebagai penggantian biaya atas pelayanan yang secara langsung 
diberikan kepada masyarakat yang memerlukan  (Bambang, 2003: 114). 
2. Subyek dan Obyek Retribusi 
Kebersihan berkaitan langsung dengan sampah oleh karena itu 
retribusi ini merupakan pungutan yang berkaitan dengan penyediaan 
23 
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fasilitas maupun pelayanan sampah dan kebersihan. Pengertian sampah 
itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 adalah limbah 
yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan 
orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, 
logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan 
biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya, bongkahan bekas 
bangunan. 
Subyek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan. Pelayanan 
yang dikenakan retribusi ini antara lain pelayanan kebersihan jalan 
umum dan pelayanan kebersihan taman, ruangan dan tempat umum. 
Adapun obyek retribusi ini meliputi : 
a. pengembalian dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 
b. pengembalian dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke 
Tempat Pembuangan Sementara (TPS), 
c. pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, 
d. pengadaan TPA, dan 
e. pengelolaan dan atau pemungutan sampah.  
3. Landasan Hukum 
Dasar hukum yang mengatur tentang retribusi yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
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Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Surakarta menindaklanjuti dengan 
mengeluarkan Peraturan Daerah Suarakarta Nomor 11 Tahun 2003 
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 
2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan 
Daerah Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 berisi tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 
1981 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat 
II Surakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Retribusi Kebersihan Sampah. 
4. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota 
Surakarta 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 
2001 pasal 9 bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta 
besarnya tarif retribusi ini dimaksudkan untuk membiayai 
penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan 
masyarakat dan aspek keadilan. Biaya yang dimaksud adalah biaya 
pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau 
pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA. Dasar penetapan 
struktur tarif berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan volume 
sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat/usaha. Besarnya 
tarif retribusi menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 
dijelaskan dalam Tabel II.1. 
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Tabel II.1 
Daftar Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
 Kota Surakarta 
Kel Jenis 
Dasar 
Pungutan Besarnya Pungutan 
     
Kelas I 
Rp. 
Kelas II 
 Rp. 
Kelas III 
Rp. 
Kelas IV 
 Rp. 
I KOMPLEK PASAR      
 1. Toko, Kios, Los per m2/hari 30,- 15,- 10,-  
 2. Plataran      
 a. Dalam Pasar perpedagang/hr 50,- 15,- 50,-  
 b. Luar Pasar perpedagang/hr 50,- 50,- 50,-  
II INDUSTRI/PABRIK      
 
1. Makan, Minum, Sandang, Perabot Rumah 
Tangga,  perbulan 200.000,- 100.000,- a. 75.000,-  
 2. Kimia, Roko, Industri Rumah Tangga.    b. 15.000,-  
III PERUSAHAAN JASA      
 1. Penginapan, Hotel Wisma, Gues House,  perbulan 200.000,- 100.000,- a. 75.000,- a.50.000,- 
 Home Stay    b. 15.000,- b. 7.500,- 
 
2. Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga, 
Cafetaria, perbulan 200.000,- 100.000,- a. 75.000,- a. 50.000 
 Coffe Shop, Warung Makan.    b. 15.000,- b. 7.500,- 
 3. Gedung Pertemuan, Olah raga perbulan 60.000,- 50.000,- 30.000,- 20.000,- 
 4. Tempat Hiburan, Bioskop, Billyard perbulan 150.000,- 100.000,- a. 75.000,- a.50.000,- 
     b. 30.000,- b.20.000,- 
 5. Salon, Potong Rambut, Penjahit, Penatu perbulan 50.000,- 40.000,- 30.000,- a.30.000,- 
      b. 5.000,- 
 6. Angkutan, Travel Biro perbulan 40.000,- 30.000,- 20.000,- a.10.000,- 
      b. 5.000,- 
 7. Asuransi Perbankan perbulan 150.000,- 100.000,- 50.000,- 30.000,- 
 8. Bengkel, Servis Station, Karoseri, SPBU,  perbulan 60.000,- 40.000,- 20.000,- 10.000,- 
 Usaha Cuci Mobil      
 9. Pergudangan perbulan 60.000,- 40.000,- 20.000,- 10.000,- 
 10. Usaha Praktek Dokter, Notaris,  Pengacara/ perbulan 30.000,- 15.000,- 10.000,- 5.000,- 
 penasehat hukum      
IV PERDAGANGAN      
 
Swalayan, Toko, Kios (diluar pasar), 
Perkantoran. perbulan 200.000,- 100.000,- a. 75.000,- a.50.000,- 
     b. 10.000,- b.5.000,- 
V FASILITAS UMUM      
 
 1. Sekolah, Perguruan Tinggi, Asrama, 
Kursus,  perbulan 100.000,- 50.000,-  20.000,- a.10.000,- 
 2.Rumah Pondokan, dan Pondok Pesantren     b.5.000,- 
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VI 
USAHA JASA DAN PERUSAHAAN 
LAINNYA perbulan 30.000,- 25.000,-  15.000,- a.10.000,- 
      b.5.000,- 
VII KOMPLEK TERMINAL      
 1. Kios, Toko, Rumah Makan. per m2/hari 50,-    
 2. Bus dan sejenisnya sekali masuk 500,-    
VIII 3. Taksi dan sejenisnya sekali masuk 500,-    
IX ANGKUTAN UMUM      
 1. Angkutan Barang sekali masuk 250,-    
 2. Angkutan Penumpang sekali masuk 250,-    
 3. Angkutan sekali masuk 250,-    
X RUMAH TANGGA perbulan 5.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- 
XI PERTUNJUKAN/KERAMAIAN UMUM        
 INSIDENTAL DILUAR RUANGAN      
 
1. Pertunjukan musik, seni 
tradisional,akrobatik perhari 200.000,- 100.000,- 50.000,- a.25.000,- 
      b.10.000,- 
 2. Pertandingan Olah raga perhari 200.000,- 100.000,- 50.000,- a.25.000,- 
      b.10.000,- 
 3. Sekaten, Bazar, Pameran. perhari 200.000,- 100.000,- 50.000,- 25.000,- 
Sumber : Perda No. 11 Tahun 2003 
 
Keterangan : 
· Jenis pada tabel tarif merupakan jenis-jenis subyek retribusi. Tarif retribusi ini 
ditetapkan dalam satuan rupiah baik seragam maupun ada pembedaan. Pembeda 
ini terjadi dalam 1 (satu) kelas tertentu terdapat 2 (dua) tarif yang berbeda, tarif 
terendah maupun tarif tertinggi. Sebagai contoh jenis pabrik/industri untuk kelas 
III yang terendah sebesar Rp 15.000,- dan yang tertinggi Rp 75.000,- hal ini 
dikarenakan ada pertimbangan lain yang ditemukan di lapangan mungkin 
kegiatan industri terhenti sehingga tarif yang digunakan adalah tarif terendah dan 
sebaliknya bila industri tersebut ada peningkatan volume sampah karena 
penambahan kegiatan operasional maka dapat pula dikenakan tarif tertinggi. 
· Kelompok I, VII, VIII, IX dan XI, klasifikasi kelas disesuaikan dengan Ketetapan 
Walikota Surakarta. 
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· Kelompok II, III, IV, V, dan VI, klasifikasi kelasnya ditetapkan oleh Walikota 
Surakarta berdasakan perkiraan volume sampah yang dapat dihitung dari kriteria 
jenis kegiatan usaha, intensitas kegiatan usaha, dan jumlah tenaga kerja. Kriteria 
ini dibuat tabel klasifikasi dengan nilai/bobot sekaligus tarif. Jumlah tarif dari 
klasifikasi tersebut merupakan perkiraan tarif RPP/K dan kelas yang dikenakan. 
· Kelompok X (sektor rumah tangga), klasifikasi kelasnya ditetapkan oleh Walikota 
Surakarta atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria penghasilan, jumlah 
jiwa dan luas bangunan. Kriteria ini dibuat tabel klasifikasi nilai/bobot sekaligus 
tarifnya. Penjumlahan tarif tersebut kemudian dilakukan pembulatan, dalam tabel 
pembulatan tersebut dapat diketahui tarif dan kelas yang dikenakan. Sebagai 
contoh penentuan tarif dan kelas wajib retribusi yang penghasilannya Rp 
850.000,- dengan nilai  2 (dua) dan tarif       Rp 1400,- punya 5 (lima) anggota 
keluarga dengan nilai 3 (tiga) dan tarifnya Rp 450,- serta luas bangunan 200 m2 
dengan nilai 4 (empat) dan tarifnya        Rp 600,- maka jumlah total tarif adalah  
Rp 2.450,- dalam tabel pembulatan dapat ditentukan kelasnya yaitu kelas III 
dengan besarnya tarif retribusi        Rp 2000,- 
· Cara menentukan kelas dan tarif retribusi berdasarkan klasifikasi tingkat 
penghasilan, jumlah jiwa, dan luas bangunan adalah sebagai berikut. 
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Tabel II.2 
Klasifikasi Tingkat Penghasilan 
  (dalam rupiah) 
Penghasilan Bobot Tarif 
0-500.000 1 700 
501.000-1.000.000 2 1400 
1001.000-1.500.000 3 2100 
1501.000-2000.000 4 2800 
> 2.001.000 5 3500 
Sumber : Data Dipenda 
 
 
Tabel II.3 
Klasifikasi Jumlah Jiwa 
  (Orang) 
Ket. Jumlah Jiwa Bobot Tarif 
0-2 1 100 
3-5 2 300 
6-8 3 450 
9-11 4 600 
>12 5 750 
 Sumber : Data Dipenda 
Tabel II.4 
Klasifikasi Luas Bangunan 
  (m2) 
Luas Bangunan Bobot Tarif 
0-60 1 100 
61-120 2 300 
121-180 3 450 
181-240 4 600 
>241 5 750 
 Sumber : Data Dipenda 
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Tabel II.5 
Dasar Pembulatan 
Jumlah Tarif Kelas 
100-1500 1000 IV 
1501-2500 2000 III 
2501-3500 3000 III 
>2501 5000 I 
 Sumber : Data Dipenda 
5. Cara Penghitungan Retribusi  
Cara penghitungan retribusi pada umumnya adalah dengan 
mengalikan berapa jumlah tingkat penggunaan jasa atas retribusi ini 
dengan tarif. Rumus penghitungan adalah sebagai berikut.  
Retribusi = Tingkat penggunaan Jasa X Tarif Retribusi 
Keterangan : 
1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume 
sampah, dengan unsur-unsur sebagai berikut. 
a.  Kuantitas penggunaan jasa misalnya berapa kali atau jam. 
b. Ditaksir dengan rumus misalnya volume sampah 
dimaksudkan dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan 
antara lain dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara 
lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, 
perdagangan dan industri. 
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2. Tarif retribusi diukur dengan unsur sebagai berikut. 
a. Ditetapkan dengan nilai rupiah 
b. Dapat ditentukan seragam atau pembedaan seperti yang telah 
dijelaskan diatas pada tarif retribusi.  
Khusus untuk RPP/K sektor rumah tangga tarif retribusinya telah 
ditetapkan menurut kelas-kelas dan tingkat penggunaan jasanya 
diakumulasikan dalam satu bulan dalam tarif tersebut. Oleh karena itu, 
tarif yang dikenakan kepada wajib retribusi rumah tangga merupakan 
pembayaran retribusi untuk satu bulan penuh baik WR menggunakan 
atau tidak menggunakan jasa ini. 
6. Sistem Pemungutan RPP/K 
Sistem pemungutan terhadap retribusi ini adalah official  
assesment system. Sistem pungutan ini merupakan sistem yang memberi 
wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya retribusi 
yang terutang. Pemungutan retribusi ini menurut Perda Nomor 11 Tahun 
2003 yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 
atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Proses pemungutan RPP/K 
dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu. 
1) Kelompok pasar dipungut oleh Dipenda Surakarta yang 
bekerjasama dengan Dinas Pengelola Pasar Surakarta. 
2) Kelompok rumah tangga dipungut oleh Dipenda Surakarta yang 
bekerjasama dengan pihak kelurahan dan PKK RT/RW setempat. 
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3) Kelompok usaha dipungut oleh Dipenda Surakarta yang 
bekerjasama dengan pihak kelurahan tempat usaha tersebut berada. 
7. Sanksi administrasi dan sanksi pidana 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, bila wajib retribusi 
melakukan kesalahan maupun pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. 
Adapun sanksi yang dapat dikenakan diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 
2001 sebagai berikut. 
a. Sanksi administrasi  
Sesuai pasal 14 bab VI tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi dan 
Sanksi Administrasi, disebutkan bahwa apabila penyetoran retribusi 
dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
b. Sanksi pidana 
Pada pasal 24 bab XI tentang Ketentuan Pidana disebutkan bahwa 
wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta 
rupiah). 
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B. PENERAPAN PRODUCTION SHARING PADA RPP/K SEKTOR 
RUMAH TANGGA 
1. Pengertian Production Sharing 
Sistem pembagian hasil pemungutan RPP/K telah ada dan 
diberlakukan sejak tahun 1989 yang diatur melalui Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 
974/466/I/1989 tentang Pola Bagi Hasil RPP/K sektor rumah tangga. Hal 
ini berguna untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas 
kebersihan dengan pembagian persentase sebagai berikut. 
a. Sebesar 10% untuk biaya operasional pelaksanaan pemungutan 
RPP/K untuk sektor rumah tangga oleh PKK kelurahan masing-
masing yaitu dengan rincian 5% untuk upah pungut PKK dan 5% 
untuk biaya operasional pemungutan yang pelaksanaannya 
diserahkan langsung kepada petugas pemungut yang bersangkutan. 
b. Sebesar 90% diatur penggunaanya sebagai berikut. 
1) 50% untuk pelaksanaan kebersihan lingkungan kelurahan yang 
bersangkutan yang pengelolaannya dilaksanakan bersama-sama 
dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  
(LPMK). 
2) 50% untuk memenuhi biaya operasional pemungutan RPP/K 
dan mendukung pengelolaan kebersihan kota secara 
menyeluruh oleh Pemerintah Kota Surakarta.   
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Seiring dengan perkembangan dan pembangunan Kota Surakarta 
serta banyaknya permasalahan yang timbul pada pemungutan sektor 
rumah tangga seperti lemahnya administrasi pelaksanaan pemungutan, 
ketidaklengkapan sistem pemungutan, pendataan yang kurang tertib serta 
faktor kesadaran wajib retribusi yang masih rendah. Pemerintah Kota 
Surakarta dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Surakarta 
mengupayakan optimalisasi penerimaan RPP/K khususnya sektor rumah 
tangga dengan melakukan perubahan dalam pola bagi hasil pungutan 
RPP/K yang dikenal dengan istilah production sharing (bagi hasil 
produksi). 
Production sharing atau pola bagi hasil produksi adalah upaya 
pembagian hasil pemungutan retribusi antara 2 (dua) pihak atau lebih 
dengan tujuan pemerataan hasil. Pihak yang berkaitan dalam hal ini 
adalah PKK masing-masing kelurahan yang secara langsung 
berhubungan dengan wajib retribusi dan Dipenda sebagai institusi 
pengelola retribusi. Selain itu, production sharing atau bagi hasil 
produksi pemungutan RPP/K merupakan suatu upaya pemberian 
motivasi atau rangsangan kepada  masyarakat untuk membayar 
kewajiban RPP/K khususnya sektor rumah tangga dengan tertib dan 
tepat waktu. Kontraprestasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat 
berupa peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan. 
Production sharing mulai disosialisasikan sejak tahun 2003 
melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 974/104/I/2003 dan 
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diterapkan pelaksanaannya pada RPP/K sektor rumah tangga di Kota 
Surakarta pada tahun 2005. Keputusan Walikota Surakarta                   
Nomor 974/104/I/2003 tentang Perubahan Pola Bagi Hasil Pemungutan 
RPP/K sektor rumah tangga ini mengatur pola bagi hasil produksi 
(production sharing) dan menentukan batas minimal setoran 
pemungutan RPP/K sektor rumah tangga untuk tingkat kelurahan yang 
disebut target batas sharing. Target batas sharing ini ditetapkan oleh 
Walikota Surakarta berdasarkan potensi penerimaan RPP/K untuk tiap 
kelurahan. Target ini ditentukan diatas rata-rata realisasi penerimaan 
pungutan per bulan untuk setiap kelurahan. Apabila penerimaan realisasi 
RPP/K sektor rumah tangga per bulan untuk tiap kelurahan melebihi 
nilai target batas sharing maka selain pembagian bagi hasil RPP/K 
menurut Keputusan Walikotamadya Nomor 974/466/I/1989 tetap 
berlaku dengan persentase seperti diatas maka kelebihan (selisih) dari 
setoran pemungutan RPP/K (batas sharing) yang disebut dengan 
production sharing akan dibagi dalam persentase sebagai berikut. 
a. Sebesar 90% dari production sharing untuk kelurahan. 
b. Sebesar 10% dari production sharing untuk Dipenda.  
2. Prosedur pelaksanaan production sharing 
a. Pendataan potensi wajib retribusi RPP/K sektor rumah tangga.     
Pendataan potensi dilakukan pihak Dipenda oleh seksi pendaftaran 
dan pendataan  bekerja sama dengan instansi pemerintah baik 
kecamatan, kelurahan maupun pihak RT/RW untuk memperoleh 
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data jumlah kepala keluarga yang terdaftar di wilayah setempat. 
Data jumlah Kepala Keluarga (KK) tersebut diolah oleh Dipenda 
untuk dapat menetapkan wajib retribusi ini. Menurut pendataan 
tahun 2005  yang dilakukan oleh Dipenda terdapat 87.468 KK 
sedangkan yang ditetapkan sebagai wajib retribusi ini sebanyak 
80.714 KK.   
Terdapat dua elemen yang digunakan untuk dapat mengetahui 
besar potensinya yaitu sebagai berikut. 
1) Wajib Retribusi (WR) adalah orang/badan yang menikmati 
pelayanan atas jasa kebersihan dan dikenakan kewajiban tarif 
yang telah ada. Jumlah WR diketahui melalui pendataan oleh 
Dipenda. 
2) Tarif Retribusi adalah besar biaya yang dikenakan kepada para 
WR atas jasa yang diberikan yaitu berupa pelayanaan 
persampahan dan kebersihan sesuai klasifikasi tarif dalam 
Perda Nomor 11 Tahun 2003.  
Cara menghitung potensi WR RPP/K adalah  mengalikan jumlah 
WR RPP/K dengan tarif retribusi. Pada tabel II.6 menunjukkan 
perhitungan besarnya ketetapan potensi WR RPP/K sektor rumah 
tangga per bulannya pada tahun 2005. 
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Tabel II.6 
Penghitungan Ketetapan Potensi RPP/K Rumah Tangga Per Bulan   
Kota Surakarta Tahun 2005 
Keterangan 
Kelas I 
Rp 5000 
Kelas II 
Rp 3000 
Kelas 
III 
Rp 2000 
Kelas IV 
Rp 1000 Gabungan Bebas Jumlah 
Klasifikasi 
RPP/K dalam 
KK 2.849 8.746 32.190 35.540 1.389 5.365 87.468 
Klasifikasi 
RPP/K dalam 
rupiah  14,245,000 26,238,000 64,380,000 35,540,000 - - 142,353,000/bln
Sumber : Tabel pendataan potensi production sharing 
 
Berdasarkan tabel di atas jumlah KK yang terdata ada 87.468 KK 
sedangkan sebesar 80.714 KK yang ditetapkan sebagai WR yang 
terdiri dari 2.849 KK untuk kelas I, 8.746 KK untuk kelas II, 
32.190 KK untuk kelas III, dan 35.540 untuk kelas IV. Jadi total 
potensi dari 80.714 WR sebesar Rp 142.353.000,-/bulan atau             
Rp 1.708.236.000,-/tahun.  Selisih antara jumlah KK yang terdata 
dengan jumlah WR  sebesar 6.754 KK merupakan jumlah KK 
gabungan sekitar 1.389 KK dan bebas dari retribusi sebesar 5.365 
KK. Adanya kelompok gabungan dikarenakan adanya pembayaran 
retribusi untuk 1 (satu) rumah padahal terdapat lebih dari 1 (satu) 
KK, selain itu adanya ruko yang hanya membayar 1 (satu) tarif 
padahal seharusnya dikenakan ganda untuk usaha dan rumah 
tangganya. Kelompok bebas merupakan KK yang tergolong 
keluarga pra sejahtera atau yang tidak mampu. 
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b. Penentuan penetapan WR RPP/K sektor rumah tangga 
Penentuan tarif RPP/K dilakukan oleh seksi penerbitan surat 
ketetapan Dipenda berdasarkan data yang telah terkumpul, tetapi   
yang mempunyai tugas menunjuk WR untuk dikenakan tarif 
retribusi adalah kelurahan. Hal ini dikarenakan pihak kelurahan 
yang mengetahui keadaan/kondisi sesungguhnya WR.  Penetapan 
tarif RPP/K dengan menerbitkan Surat Ketetapan (SK) RPP/K 
sektor rumah tangga ini mempertimbangkan tingkat sosial ekonomi 
masyarakat yaitu pekerjaan dan tingkat penghasilan, volume 
sampah yang dihitung berdasarkan luas lantai bangunan, dan 
jumlah anggota keluarga. 
c. Pemungutan RPP/K 
Wajib retribusi RPP/K sektor rumah tangga yang telah ditetapkan 
kelas dan tarif dipungut langsung oleh ibu-ibu perkumpulan 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT/RW setempat. 
Sebagai petugas pemungutan PKK RT/RW bertugas untuk 
mencatat atau membukukan setiap pemungutan yang telah 
dilakukan setiap bulannya dan wajib menyetorkan ke tingkat 
kelurahan. Wajib retribusi akan menerima kartu tanda wajib 
retribusi sebagai catatan pembayaran retribusi ini setiap bulannya, 
ditunjukkan kepada petugas pemungut untuk diisi oleh petugas 
pemungut sebagai bukti telah membayar retribusi kemudian 
langsung dikembalikan kepada wajib retribusi untuk disimpan. 
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Kartu ini memiliki 4 (empat) warna berbeda yang menunjukan 
kelas dan tarifnya seperti kartu warna putih untuk kelas I, warna 
merah untuk kelas II, warna kuning untuk kelas III dan warna biru 
untuk kelas IV. 
d. Penyetoran 
Pemungutan RPP/K sektor rumah tangga dilaksanakan oleh 
petugas pemungut tingkat RT/RW atau ibu-ibu PKK yang 
berinteraksi langsung dengan WR atau KK. Petugas pemungut 
tersebut memiliki kewajiban menyetorkan pada petugas pemungut 
tingkat kelurahan. Penanggung jawab penyetoran dan pelaksanaan 
kebersihan adalah lurah setempat yang mempunyai kewajiban 
menyetorkan ke kas daerah melalui Dipenda Kota Surakarta. 
Gambar 2.1 merupakan bagan dari sistem penyetoran RPP/K 
sektor  rumah tangga. 
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Gambar 2.1 Bagan Sistem Penyetoran RPP/K Sektor  Rumah 
Tangga 
e. Pembagian production sharing RPP/K 
Penerimaan atau pungutan RPP/K yang masuk ke kas daerah 
kemudian diperhitungkan untuk pembagian production sharingnya. 
Kelurahan mengajukan permintaan pembayaran production 
sharing apabila ternyata pemungutan RPPK yang terealisasi 
melebihi target batas sharing ke Dipenda. Pihak Dipenda 
mengajukan rekomendasi ke kantor keuangan daerah atas 
pembayaran production sharing, kemudian kantor keuangan 
daerah menerbitkan Surat Persetujuan atas pembayaran production 
sharing pada Dipenda. Pihak Dipenda mencairkan dana production 
RT/RW 
Pemungut Tk. 
RT/RW 
Pemungut Tk. 
Kelurahan/Wilayah 
Petugas RPP/K 
Dipenda 
Kas Daerah 
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sharing dan membagikannya pada kelurahan yang berhak 
menerima yang dilakukan secara periodik setiap triwulan. Adapun 
bagan dari pembagian production sharing dan pencairan dana 
production sharing dapat dijelaskan dalam gambar 2.2. 
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3. Penghitungan persentase penerimaan production sharing RPP/K 
sektor rumah tangga  
Dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 979/104/1/2003 tentang 
pola bagi hasil pemungutan RPP/K sektor rumah tangga menjelaskan bahwa 
pola bagi hasil menurut Keputusan Walikota Surakarta Nomor 
974/466/1/1989 tetap berlaku dan pada saat nilai target yang didasarkan 
cakupan pemungutan (coverage ratio) tercapai maka diberlakukan pola bagi 
hasil produksi (production sharing) sesuai dengan peraturan. Penerimaan 
realisasi RPP/K yang masuk kas daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian 
seperti yang dijelaskan pada gambar 2.3 bagan pola bagi hasil produksi 
RPP/K dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Bagan Pola Bagi Hasil Produksi Dipenda Kota Surakarta 
100 % Realisasi 
masuk kas daerah 
(R) 
 
Total realisasi dikurangi 
batas sharing = PS 
90 % (R-BS) 
Kelurahan 
10 % (R-BS) 
Dipenda 
Batas Sharing 
(BS) 
10 % BS 
Pemungut 
 
45 % LPMK 
45 % Pemkot 
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Pada gambar 2.3 Bagan Pola Bagi Hasil Produksi diatas ada 
penentuan target batas sharing atau batas minimal setoran RPP/K yang 
ditetapkan oleh Pemkot melalui Keputusan Walikota Nomor 
974/104/I/2003. Penentuan target batas sharing ini berdasarkan 
pertimbangan banyaknya potensi dan penerimaan realisasi per bulan tahun 
sebelumnya dalam persen. Perkiraan besarnya persentase ini merupakan 
perkiraan nilai di atas realisasi penerimaan RPP/K tetapi juga tidak melebihi 
potensi yang ada. Pada tabel II.7 menunjukan penghitungan penentuan 
target batas sharing per kelurahan setiap bulannya dengan cara mengalikan 
persentase yang telah ditetapkan dengan potensinya. 
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Tabel II.7 
Penentuan Batas Sharing RPP/K Rumah Tangga  
Tiap Kelurahan 
Kota Surakarta Tahun 2005 
No. Kelurahan 
Potensi 
per bulan 
Realisasi 
rata-rata  
Target batas 
sharing % 
   
per bulan 
tahun 2004 Tahun 2005  
1 2 3 4 5 6(5/3) 
I KEC. LAWEYAN     
1 Karangasem 4.557.500 1.090.683 1.823.000 40 
2 Kerten 4.759.500 1.844.708 2.379.750 50 
3 Jajar 5.029.500 1.599.275 2.011.800 40 
4 Pajang 11.309.000 2.101.000 3.958.150 35 
5 Laweyan 1.090.500 284.958 381.675 35 
6 Sondakan 6.515.500 1.849.333 2.606.200 40 
7 Bumi 2.974.500 549.125 892.350 30 
8 Purwosari 5.079.500 1.965.750 2.539.750 50 
9 Penumping 2.119.500 1.705.125 1.907.550 90 
10 Sriwedari 1.976.000 904.333 988.000 50 
11 Panularan 4.116.000 1.930.625 2.469.600 60 
  Total Kec.Laweyan 49.302.000 15.824.917 19.720.800   
II KEC. BANJARSARI     
12 Keprabon 2.961.000 662.083 1.184.400 40 
13 Timuran 2.259.500 726.625 1.129.750 50 
14 Mangkubumen 6.234.500 1.461.917 2.493.800 40 
15 Ketelan 2.008.000 686.625 803.200 40 
16 Punggawan 3.099.500 850.625 1.239.800 40 
17 Setabelan 2.268.500 965.208 1.361.100 60 
18 Kestalan 1.594.000 608.167 797.000 50 
19 Manahan 7.066.500 1.776.500 2.826.600 40 
20 Gilingan 8.175.000 2.736.417 4.087.500 50 
21 Nusukan 13.660.000 3.237.171 4.781.000 35 
22 Sumber 8.001.500 2.294.167 3.200.600 40 
23 Banyuanyar 4.109.000 1.598.500 2.054.500 50 
24 Kadipiro 20.272.500 1.073.771 4.054.500 20 
  Total Kec. Banjarsari 81.709.500 18.677.775 32.683.800   
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III 
 
KEC. JEBRES 
25 KepatihanKulon 1.226.500 732.208 858.550 70 
26 Kepatihan Wetan 1.601.500 409.167 640.600 40 
27 Tegalharjo 2.804.000 1.444.417 1.682.400 60 
28 Jagalan 4.419.500 1.125.208 1.767.800 40 
29 Sudiroprajan 1.938.500 471.417 581.550 30 
30 Purwodiningratan 2.235.500 845.333 894.200 40 
31 Gandekan 3.586.000 870.750 1.434.400 40 
32 Kampungsewu 3.545.000 731.833 1.418.000 40 
33 Pucang Sawit 5.594.000 223.417 1.118.800 20 
34 Jebres 9.617.500 2.090.208 3.847.000 40 
35 Mojosongo 18.144.000 3.731.217 5.443.200 30 
  Total Kec. Jebres 54.712.000 12.675.175 19.686.500   
IV KEC. PS. KLIWON     
36 Kampung Baru 1.583.500 668.167 791.750 50 
37 Kauman 1.294.000 473.750 647.000 50 
38 Baluwari 3.270.000 1.448.313 1.962.000 60 
39 Gajahan 2.237.000 931.167 1.342.200 60 
40 Pasar Kliwon 2.680.500 721.208 1.072.200 40 
41 Kedung Lumbu 2.559.500 939.292 1.279.750 50 
42 Joyosuran 3.700.000 1.583.125 1.850.000 50 
43 Semanggi 15.397.000 2.876.417 4.619.100 30 
44 Sangkrah 4.147.000 872.583 1.244.100 30 
  Total Kec. Ps. Kliwon  36.858.500  10.514.021  14.743.400   
V KEC.SERENGAN     
45 Kemlayan 1.589.000 491.333 794.500 50 
46 Jayengan 1.824.000 1.199.042 1.459.200 80 
47 Kratonan 2.275.500 1.129.500 1.365.300 60 
48 Serengan 4.134.500 1.372.167 2.067.250 50 
49 Tipes 4.547.500 1.731.458 2.273.750 50 
50 Danukusuman 4.911.500 2.230.250 2.946.900 60 
51 Joyotakan 2.646.000 626.083 1.058.400 40 
  Total Kec. Serengan  21.928.000 8.779. 833 10.964..000   
JUMLAH  244.510.000  66.471.725 97.798.505   
Sumber : Daftar matrik penentuan production sharing Dipenda Surakarta 
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Berdasarkan tabel II.7 diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut. 
1. Total potensi RPP/K sebesar Rp 244.745.000,- per bulan atau                      
Rp 2.936.940.000,- per tahun. Data ini merupakan data penelitian 
potensi Dipenda bekerjasama dengan Biro Statistika secara 
keseluruhan sektor rumah tangga dengan mempertimbangkan 
kecenderungan peningkatan subyek/obyek retribusi ini, tingkat 
kesadaran dan kedisiplinan pembayaran retribusi. Menurut 
ketetapan potensi RPP/K sektor rumah tangga melalui pendataan 
Dipenda adalah sebesar Rp 142.353.000,- per bulan atau                 
Rp 1.708.236.000,- per tahun. Perbedaan jumlah ini dikarenakan 
menurut data biro statistik,  potensi dihitung berdasarkan seluruh 
jumlah KK (109.466 KK) yang ada di Kota Surakarta padahal 
jumlah KK yang terdata sebesar 87.468 KK dan yang ditetapkan 
sebagai WR hanya  sebesar  80.714 KK. Sedangkan penghitungan 
ketetapan potensi dari pendataan Dipenda didasarkan pada  jumlah 
KK yang ditetapkan sebagai WR saja. Namun demikian 
perhitungan potensi dari biro statistik, selanjutnya ditetapkan 
dalam Perda untuk menghitung besarnya target batas sharing. 
2. Pada kolom 4 (empat) merupakan penerimaan realisasi RPP/K 
sektor rumah tangga tahun sebelumnya (tahun 2004) sebagai dasar 
pertimbangan penentuan persentase batas sharing karena 
persentase tersebut harus melebihi realisasi yang didapat tahun 
lalu. Realisasi rata-rata per bulan ini dihitung dengan membagi 
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jumlah seluruh penerimaan RPP/K tahun lalu selama setahun 
dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Pada tahun 2004 total rata-
rata realisasi penerimaan seluruh kelurahan adalah sebesar            
Rp 66.471.725/bulan atau Rp 1.708.236.000/tahun.  Penghitungan 
ini dilakukan per bulan untuk setiap kelurahan, untuk lebih 
jelasnya data realisasi penerimaan tahun 2004 telah dilampirkan. 
3. Persentase target batas sharing adalah antara 35% sampai 90% 
dalam tabel diatas merupakan gambaran besarnya kontribusi dari 
target batas sharing terhadap potensi yang ada. Penentuan 
persentase ini dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pungutan per 
kelurahan tahun lalu, dengan pertimbangan kemampuan dan 
karakteristik WR setiap kelurahan sehingga penentuan persentase 
harus melebihi realisasi tahun lalu. Perbedaan persentase tiap 
kelurahan dikarenakan karakteristik WR yang berbeda yaitu tingkat 
disiplin, kesadaran dan ketepatan waktu dalam membayar retribusi. 
4. Target batas sharing pada kolom 5 (lima) diperoleh dengan 
mengalikan persentase yang ditetapkan dengan besarnya potensi. 
Penentuan bagi hasil diberikan untuk 51 (lima puluh satu) 
kelurahan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di Kota Surakarta. Dalam 
tabel II.7 dapat dilihat Kecamatan Banjarsari dengan 13 (tiga belas) 
kelurahan ternyata memiliki nilai potensi yang paling besar yaitu          
Rp 81.709.500,- per bulan dengan jumlah rata-rata realisasi perbulannya 
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Rp 18.677.775,- sehingga batas sharingnya Rp 32.683.800,- atau 40% 
dari potensinya. 
Kecamatan Jebres dan Laweyan yang mempunyai jumlah 
kelurahan yang sama yaitu 11 (sebelas) kelurahan ternyata mempunyai 
nilai potensi yang berbeda. Kecamatan Jebres sebesar Rp 54.712.000,- 
per bulan sedangkan Kecamatan Laweyan sebesar Rp 49.302.000,-      
per bulan. Walaupun demikian rata-rata realisasi perbulannya 
Kecamatan Laweyan mempunyai jumlah yang lebih besar dari pada 
Kecamatan Jebres yaitu Rp 15.824.917,- per bulan dan Kecamatan 
Jebres  sebesar Rp 12.675.175,- per bulan. Oleh karena itu dalam 
penentuan target batas sharingnya Kecamatan Laweyan lebih tinggi     
Rp 34.300,- dari Kelurahan Jebres sebesar Rp 19.686.500,- per bulan 
atau 40% dari potensinya. 
Kecamatan Pasar Kliwon dengan 9 (sembilan) kelurahan memiliki 
nilai potensi sebesar Rp 36.858.500,- per bulan dengan jumlah rata-rata 
realisasi perbulannya Rp 10.514.021,- dan batas sharingnya                  
Rp 32.683.800,- per bulan atau 40% dari potensinya. Kecamatan 
Serengan adalah kecamatan yang paling sedikit jumlah kelurahan yaitu 7 
(tujuh) kelurahan yang memiliki nilai potensi sebesar Rp 21.928.000,- 
per bulan dengan jumlah rata-rata realisasi perbulannya Rp 8.779.833,- 
dan  batas sharingnya Rp 10.964.000,- atau 50% dari potensinya. 
Dengan adanya potensi yang berbeda-beda disetiap kelurahan maka 
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penentuan batasan sharing pun berbeda, tergantung kemampuan daerah 
dan jumlah WR RPP/K setempat. 
Jumlah kelurahan di Kota Surakarta sebanyak 51 (lima puluh satu) 
kelurahan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan nilai potensi yang 
begitu besar, namun tidak semua kelurahan menerima production 
sharing. Hal ini dikarenakan kemampuan membayar wajib retribusi 
berbeda, sehingga realisasi penerimaan tiap kelurahan berbeda-beda. 
Pada tahun 2005 ini masih sedikit kelurahan yang setoran pungutannya 
melebihi batas sharing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 
II.8 tentang kelurahan-kelurahan yang menerima production sharing.  
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Tabel II.8 
Penerimaan Production Sharing Tiap Kelurahan  
Dipenda Kota Surakarta 
Tahun 2005 
 
No. Kelurahan 
Target 
Batas 
Sharing Realisasi Production  Pembagian Sharing  
    Th. 2005 Per Bulan Sharing 90% 10%  
1 2 3 4 5 6 7  
Bulan Januari       
1 Mangkubumen 2.493.800 3.778.650 1.284.850 1.156.365 128.485  
2 Purwodiningratan 849.200 965.700 116.500 104.850 11.650  
Bulan Februari       
1 Mangkubumen 2.493.800 2.660.400 166.600 149.940 16.660  
2 Purwodiningratan 849.200 1.040.850 191.650 172.485 19.165  
Bulan Maret       
1 Sudiroprajan 581.550 760.950 179.400 161.460 17.940  
2 Kauman 647.000 719.100 72.100 64.890 7.210  
3 Sangkrah 1.244.100 1.315.800 71.700 64.530 7.170  
4 Jayengan 1.459.200 1.495.800 36.600 32.940 3.660  
5 Danukusuman 2.946.900 3.721.950 775.050 697.545 77.505  
Total Triwulan I 13.564.750 16.459.200  2.894.450 2.605.005 289.445  
Bulan April       
1 Mangkubumen 2.493.800 2941200 447.400 402.660 44.740  
2 Sangkrah 1.244.100 1778400 534.300 480.870 53.430  
Bulan Mei       
1 Sudiroprajan 581.550 620100 38.550 34.695 3.855  
2 Sangkrah 1.244.100 2040300 796.200 716.580 
79.620 
  
Bulan Juni       
1 Mangkubumen 2.493.800 3.088.800 595.000 535.500 59.500  
2 Kepatihan Kulon 858.550 877.050 18.500 16.650 1.850  
3 Purwodiningratan 894.200 1.083.150 188.950 170.055 18.895  
4 Sangkrah 1.244.100 1.649.700 405.600 365.040 40.560  
5 Jayengan 1.459.200 1.475.550 16.350 14.715 1.635  
Total Triwulan II  12.513.400 15.554.250 3.040.850 2.736.765 304.085  
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Bulan Juli 
 
Tidak ada kelurahan 
yang menerima 
production sharing 0 0 0 0 0  
Bulan Agustus       
1 Mangkubumen 2.493.800 2.896.200 402.400 362.160 40.240  
2 Ketelan 803.200 837.000 33.800 30.420 3.380  
3 Kepatihan Kulon 858.550 967.050 108.500 97.650 10.850  
4 Purwodiningratan 894.200 989.100 94.900 85.410 9.490  
5 Kauman 647.000 733.500 86.500 77.850 8.650  
6 Sangkrah 1.244.100 1.999.800 755.700 680.130 75.570  
Bulan September       
1 Mangkubumen 2.493.800 2.729.700 235.900 212.310 23.590  
2 Sudiroprajan 581.550 588.150 6.600 5.940 660  
Total Triwulan III  10.016.200  11.740.500 1.724.300 1.551.870 172.430  
 
Bulan Oktober       
1 Mangkubumen 2.493.800 3.204.450 710.650 639.585 71.065  
2 Sudiroprajan 581.550 583.200 1.650 1.485 165  
Bulan Nopember       
1 Timuran 1.129.750 1.209.600 79.850 71.865 7.985  
2 Mangkubumen 2.493.800 2.868.300 374.500 337.050 37.450  
3 Manahan 2.826.600 3.064.950 238.350 214.515 23.835  
4 Sangkrah 1.244.100 1.728.900 484.800 436.320 48.480  
Bulan Desember 
1 Timuran 1.129.750 1.310.400 180.650 162.585 18.065  
2 Mangkubumen 2.493.800 3.344.850 851.050 765.945 85.105  
3 Ketelan 803.200 886.500 83.300 74.970 8.330  
4 Kestalan 797.000 813.600 16.600 14.940 1.660  
5 Manahan 2.826.600 3.271.050 444.450 400.005 44.445  
6 Tegalharjo 1.682.400 1.776.600 94.200 84.780 9.420  
7 Purwodiningratan 894.200 906.300 12.100 10.890 1.210  
8 Baluwarti 1.962.000 2.002.725 40.725 36.653 4.073  
9 Semanggi 4.619.100 4.860.000 240.900 216.810 24.090  
10 Sangkrah 1.244.100 1.897.200 653.100 587.790 65.310  
Total Triwulan IV  29.221.750 33.728.625 4.506.875 4.056.188 450.688  
Sumber :Tabel penerimaan production sharing tahun 2005 
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Penghitungan Production Sharing (PS)  RPP/K dilakukan setiap 
bulan penerimaan realisasi RPP/K untuk setiap kelurahan yang 
pembagiannya dilakukan setiap triwulan pada tahun anggaran. 
Berdasarkan tabel di atas maka analisis tentang penerimaan production 
sharing pada tahun 2005 adalah sebagai berikut. 
1. Triwulan I 
Pada triwulan I total Target Batas Sharing (TBS) sebesar Rp 13.564.750,- 
dengan total realisasi perbulannya Rp 16.459.200,- berarti total 
production sharingnya Rp 2.894.450,- yang diberikan pada kelurahan 
Rp 2.605.005,- dan untuk Dipenda Rp 284.445,- 
2. Triwulan II 
Pada triwulan II terjadi penurunan total TBS menjadi Rp 12.513.400,- 
dan total realisasi per bulan menjadi Rp 15.554.000. Namun demikian, 
terjadi peningkatan besarnya PS menjadi Rp 3.040.850,- yang terjadi 
karena realisasi RPP/K per kelurahan lebih besar di atas total TBS per 
kelurahan. Oleh karena itu terjadi peningkatan total yang diterima oleh 
kelurahan yaitu Rp 2.736.765,- sedangkan bagi Dipenda Rp 304.085,- 
3. Triwulan III 
Pada triwulan III juga terjadi penurunan menyeluruh dari total TBS 
maupun PS yang diberikan. Hal ini terjadi karena pada Bulan Juli tidak 
ada satupun kelurahan yang realisasi RPP/Knya melebihi TBS. Pada 
bulan ini pelaksanaan pemungutan oleh petugas tidak optimal dan 
banyak WR yang menunggak atau menunda pembayaran sampai bulan 
 68 
berikutnya. Di triwulan  III ini total TBS hanya Rp 10.016.200,- 
dengan total realisasi RPP/K Rp 11.740.500,- sehingga total PS  
Rp 1.724.300,- yang terdiri dari Rp 1.551.870,- untuk kelurahan dan 
Rp 172.430,- untuk Dipenda. 
4. Triwulan IV 
Dalam triwulan IV ini terjadi peningkatan yang cukup besar dengan 
TBS Rp 29.221.750,- dan total realisasi RPP/K Rp 33.728.625,- dari 
pada triwulan sebelumnya. Pada tabel di atas dapat dilihat terjadinya 
peningkatan jumlah kelurahan yang realisasi RPP/Knya melebihi 
target yaitu sejumlah 16 (enam belas) kelurahan. Peningkatan ini 
karena pengaruh adanya perayaan keagamaan (Hari Idul Fitri dan Hari 
Natal) yang menyebabkan peningkatan jumlah obyek RPP/K baik 
jumlah sampah maupun kebutuhan pelayanan kebersihan dan 
persampahan saat itu. Implikasinya adalah PS mencapai Rp 
4.506.875,- dengan rincian pembagian sebesar Rp  4.056.188,- untuk 
kelurahan dan Rp  450.688,- untuk Dipenda. 
Tahun 2005 merupakan tahun pertama penerapan dan 
pelaksanaan pembagian production sharing. Fluktuasi jumlah kelurahan 
yang menerima PS dapat dilihat dari tabel II.8 yang jumlahnya jauh dari 
seluruh  potensi kelurahan yaitu 51 (lima puluh satu) kelurahan.          
Pada triwulan I terdapat 9 (sembilan) kelurahan yaitu 2 (dua) kelurahan 
pada Bulan Januari dan Februari, sedangkan ada peningkatan di Bulan 
Maret sebanyak 5 (lima) kelurahan. Jumlah tersebut sama pada triwulan 
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II sedangkan penurunan pada triwulan III yaitu 8 (delapan) kelurahan. 
Walaupun demikian di akhir tahun 2005 ini terjadi peningkatan dua kali 
lipat jumlah kelurahan dari triwulan sebelumnya yaitu 16 (enam belas) 
kelurahan. 
4. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan production 
sharing. 
Pelaksanaan pemungutan RPP/K menemui beberapa kendala atau 
permasalahan antara lain sebagai berikut. 
a. Rendahnya kesadaran Wajib Retribusi (WR) sektor rumah tangga 
untuk membayar kewajibannya sesuai Perda. 
b. Keberatan WR atas besaran ketetapan RPP/K sektor rumah tangga 
yang sesuai dengan tarif Perda. Dalam hal ini WR merasa 
pengenaan tarif sesuai Perda  tidak merata. 
c. Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antara pihak 
kelurahan, WR dan Dipenda. 
d. Kesulitan memotivasi petugas pemungut agar berlaku jujur dalam 
tugasnya. 
e. Masyarakat masih belum memahami dan menyadari sepenuhnya 
tentang pentingnya kebersihan. 
f. Masyarakat merasa semua masalah dan keluhan, belum 
sepenuhnya ditanggapi oleh pihak Dipenda. 
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5. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan 
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Dipenda agar dapat 
meningkatkan penerimaan dari RPP/K dan dalam mengatasi hambatan 
maupun permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut. 
a. Memberlakukan sistem kartu dalam melakukan pembayaran iuran 
RPP/K dimaksudkan agar WR dapat lebih tertib dalam melakukan 
kewajiban pembayaran iuran RPP/K. 
b. Melakukan pengklasifikasian terhadap tarif RPP/K yang lebih 
memenuhi rasa keadilan bagi WR karena penghitungan didasarkan 
atas luas tanah, volume sampah serta kemampuan ekonomi WR. 
c. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah dengan menambah 
sarana, fasilitas serta penjadwalan ulang petugas pengangkutan 
sampah dari TPS ke TPA. 
d. Melakukan sosialisasi di setiap kelurahan yang dilakukan oleh 
pejabat-pejabat di jajaran Dipenda Surakarta yang terfasilitasi oleh 
setiap kelurahan dan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat serta 
pihak kelurahan yang bertujuan mendengarkan keluhan dan 
permasalahan atas pelayanan yang telah ada. 
e. Melakukan data potensi setiap tahunnya yang dimulai sejak tahun 
2005. Dalam hal ini Dipenda bekerja sama  dengan pihak kelurahan 
untuk mengetahui penambahan jumlah KK sehingga dapat 
mengetahui WR setiap tahunnya. 
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f. Melakukan pemutakhiran data dan intensifikasi pendataan, yaitu 
pembaharuan data setiap triwulan baik jumlah potensi maupun 
jumlah penerimaan production sharing setiap kelurahan. 
g. Dipenda menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 
yang tahun-tahun sebelumnya belum diberlakukan, penerbitan 
SKRD ini mulai diterapkan tahun 2006. 
h. Melakukan uji coba penerapan production sharing pada sektor usaha 
pada tahun 2006 yang beriringan dengan upaya pemantapan 
production sharing di sektor rumah tangga.  
i. Memotivasi dan membangun kejujuran pihak kelurahan dan ibu-ibu 
PKK dengan melakukan musyawarah rutin dengan pihak Dipenda. 
j. Pihak Dipenda berupaya membantu dan ikut serta meringankan 
kesulitan dan permasalahan yang terjadi di setiap kelurahan. 
 
C. Analisis Target dan Realisasi Penerimaan RPP/K 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang 
potensial berada dan dikelola oleh pemerintah daerah. PAD merupakan 
sumber penerimaan daerah yang sangat penting, guna membiayai segala 
pengeluaran pemerintahan daerah serta biaya pembangunan daerah. 
Retribusi daerah adalah salah satu komponen dari PAD yang perlu 
ditingkatkan penerimaannya. Salah satu jenis retribusi daerah ini adalah 
Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (RPP/K). 
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Pada tabel II.9 menjelaskan mengenai penerimaan RPP/K antara 
target dan realisasinya pada tahun 2004 dan 2005 di Kota Surakarta, yaitu 
sebagai berikut. 
 
Tabel II.9 
Target dan Realisasi Penerimaan RPP/K  
Tahun Anggaran 2004 dan 2005 
Dipenda Surakarta 
Target Realisasi % 
 
Tahun 
Sektor  
Usaha Sektor RT  Total 
Sektor  
Usaha Sektor RT Total 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/4) 
2004 682.595.000 817.405.000 1.500.000.000 721.596.000 797.660.650 1.519.256.650 101,28 
        
2005 785.000.000 865.000.000 1.650.000.000 821.448.000 915.928.900 1.737.376.900 105,29 
                
Sumber : Dipenda Surakarta 
 
Berdasarkan tabel II.9 dapat diketahui bahwa tingkat penerimaan 
RPP/K  tahun 2004 untuk sektor usaha yang terealisasi Rp 721.596.000,- 
dan mengalami peningkatan Rp 39.001.000,- atau 5,71% dari target sektor 
usaha sebesar Rp 682.595.000. Sedangkan untuk sektor rumah tangga yang 
terealisasi Rp 797.660.650,- dan mengalami penurunan sebesar                   
Rp 19.744.400,- atau 2,41% dari target sektor rumah tangga sebesar              
Rp 817.405.000,- yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi sektor rumah 
tangga Rp 797.660.650,- merupakan realisasi penerimaan RPP/K selama 
tahun 2004 dengan rata-rata sebesar Rp 66.471.716,67/bulan. Hasil rata-rata 
ini merupakan jumlah yang hampir sama dengan tabel II.7  penentuan batas 
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sharing RPP/K rumah tangga per kelurahan yaitu sebesar                            
Rp 66.471.725/bulan. Terjadi selisih sebesar Rp 8,3 yang merupakan selisih 
yang tidak signifikan karena perbedaan pembulatan dalam rupiah. Dengan 
demikian total yang terealisasi untuk RPP/K tahun 2004 sebesar                    
Rp 1.519.250.600,- atau 101,28% dari total target Rp 1.500.000.000,- yang 
berarti ada peningkatan sebesar 1,28% dari total target yang telah ditetapkan.  
Pada tahun 2005 tingkat penerimaan RPP/K untuk sektor usaha yang 
terealisasi Rp 821.448.000,- dan mengalami peningkatan Rp 36.448.000,-
atau 4,64% dari target sektor usaha sebesar Rp 785.000.000. Sedangkan 
untuk sektor rumah tangga yang terealisasi Rp 915.928.900,- dan mengalami 
peningkatan sebesar Rp 50.928.900,- atau 5,88% dari target sektor rumah 
tangga sebesar Rp 865.000.000. Penentuan besarnya target untuk sektor 
rumah tangga ini merupakan pertimbangan dari pihak Dipenda dengan 
melihat potensi, yang dihitung  kurang lebih 50% dari potensi sektor rumah 
tangga yang ada. Dengan demikian, bila terjadi peningkatan potensi akan 
berpengaruh terhadap peningkatan target per tahun. Total yang terealisasi 
untuk RPP/K tahun 2005 sebesar Rp 1.737.376.900,- atau 105,29% dari total 
target Rp 1.650.000.000,- yang berarti ada peningkatan sebesar 5,29% dari 
total target yang telah ditetapkan.   
Perbandingan realisasi tahun 2004 (sebelum ada production sharing) 
dan tahun 2005 (setelah adanya production sharing), ternyata ada 
peningkatan sebesar Rp 118.268.250,- atau 14,82% di sektor rumah tangga 
secara khusus. Selain itu, sektor usaha juga berperan dalam peningkatan 
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realisasi sebesar Rp 99.852.000,- atau 13,83%. Jadi peningkatan realisasi 
RPP/K sebesar Rp 218.120.250,- atau 14,35% dari total realisasi tahun 2004. 
Peningkatan ini dikarenakan telah terlaksananya production sharing secara 
menyeluruh di sektor rumah tangga pada tahun 2005. Walaupun belum 
seluruh kelurahan mendapat bagian production sharing tetapi hal ini 
membuktikan penerapan production sharing memberi motivasi masyarakat 
untuk membayar kewajibannya. 
 
Tabel II.10 
Kontribusi penerimaan RPP/K terhadap PAD 
Dinas Pendapatan Daerah Surakarta 
Tahun Anggaran 2004 dan 2005 
 
Tahun Realisasi RPP/K Realisasi PAD  % 
1 2 3 4 (2/3) 
2004 1.519.256.650 59.101.372.207 2,57 
    
2005 1.787.376.900 66.052.438.987   2,71 
Sumber : Dipenda Surakarta 
 
Berdasarkan tabel II.10 diatas dapat memberikan analisis sebagai 
berikut. 
a) Pada tahun 2004 kontibusi RPP/K terhadap Pendapatan Asli 
Daerah sebesar 2,57%. 
b) Pada tahun 2005 kontibusi RPP/K terhadap Pendapatan Asli 
Daerah sebesar 2,71% 
Kontribusi RPP/K terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah 
tidak terlalu besar, namun hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat 
potensi RPP/K sektor rumah tangga yang begitu besar Rp 1.708.236.000,- 
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per tahun belum dioptimalkan pemungutannya karena kenyataannya 
realisasi hanya sebesar Rp 915.928.900/tahun. Diharapkan dengan 
peningkatan penerimaan realisasi sektor rumah tangga melalui upaya 
production sharing yang sesuai dengan pendataan potensi dapat 
berpengaruh  pada realisasi penerimaan RPP/K secara umum sehingga 
memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). 
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BAB III 
TEMUAN 
Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, penulis dapat 
melihat adanya kelebihan maupun kelemahan dari penerapan production sharing 
Retribusi Pelayanan Pesampahan/Kebersihan (RPP/K) di Kota Surakarta, yaitu 
sebagai berikut. 
A. Kelebihan 
1. Penentuan tarif retribusi melalui pengklasifikasian kriteria mengenai 
penghasilan, jumlah jiwa dan luas bangunan merupakan upaya penetapan 
besarnya tarif retribusi sektor rumah tangga yang adil bagi wajib retribusi. 
2. Pendataan potensi dilaksanakan untuk setiap tahun di mulai pada tahun 
2005 ini karena tahun-tahun sebelumnya dilakukan hanya 3 (tiga) tahun 
sekali. 
3. Melakukan intensifikasi pendataan potensi setiap tahun dan  pemutakhiran 
data potensi setiap triwulan. 
4. Adanya peningkatan jumlah KK sebesar 10.307 KK pada tahun 2005 dari 
data  potensi tahun 2002 sebesar 77.161 KK/WR  menjadi 87.468 KK dan 
yang ditetapkan sebagai wajib retribusi sebesar 80.714 KK. Peningkatan 
jumlah ini dikarenakan adanya KK baru maupun KK yang  sebenarnya ada 
tetapi baru terdaftar di tahun 2005. 
62 
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5. Pelaksanaan production sharing dimulai tahun 2005 dengan hasil yang 
cukup baik, ada peningkatan jumlah kelurahan yang menerima production 
sharing setiap triwulannya. 
6. Telah menggunakan sistem kartu tanda wajib retribusi (khusus RPP/K RT) 
dengan 4 (empat) variasi warna yang menunjukkan klasifikasi tarif 
sehingga diketahui tarif yang dikenakan terhadap masyarakat sebagai 
wajib retribusi. 
7. Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan 
tahun 2006 sebagai bukti telah membayar retribusi ini setiap bulannya. 
8. Adanya peningkatan realisasi penerimaan RPP/K sektor rumah tangga 
antara sebelum dan setelah penerapan production sharing sebesar                 
Rp 118.268.250,- 
9. Kontribusi penerimaan RPP/K terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
juga mengalami peningkatan walaupun hanya sebesar 0,14% dari tahun 
2004. 
 
B.  Kelemahan 
1. Belum optimalnya realisasi penerimaan RPP/K sektor rumah tangga pada 
tahun 2005 sebesar Rp 915.928.900,- per tahun padahal potensi yang 
sebenarnya sebesar Rp 1.708.236.000,- per tahun. 
2. Masih terdapat pungutan yang didasarkan pada rumah tinggal bukan pada 
rumah tangga atau KK, hal ini mempengaruhi realisasi penerimaan RPP/K 
karena dalam 1 (satu) rumah mungkin bisa dihuni lebih dari 1 (satu) KK. 
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3. Kurang tegasnya petugas pemungut RPP/K dalam memungut retribusi ini 
sehingga masih banyak wajib retribusi yang menunda pembayaran ataupun 
membayar tidak sesuai tarif yang telah ditetapkan. 
4. Selama ini penerapan sanksi bagi wajib retribusi sektor rumah tangga 
belum diterapkan dengan tegas karena tugas pemungutan diserahkan pada 
PKK RT/RW dan kelurahan sehingga sulit untuk mendata atau 
mengenakan sanksi. 
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BAB IV 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang penulis 
lakukan dapat diambil kesimpulan yang berkenaan dengan penerapan production 
sharing pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (RPP/K) sektor 
rumah tangga, sebagai berikut. 
A. Simpulan 
1. Berdasarkan ketetapan potensi RPP/K sektor rumah tangga tahun 2005 
yang merupakan hasil pendataan di Kota Surakarta, diketahui sebanyak 
80.714 KK yang ditetapkan sebagai WR memiliki potensi                        
Rp 142.353.000,- per bulan atau Rp 1.708.236.000,- per tahun. 
2. Realisasi penerimaan RPP/K sektor rumah tangga tahun 2004 adalah 
sebesar Rp 797.660.650,- dan tahun 2005 didapatkan realisasi 
penerimaannya sebesar Rp 915.928.900,- terjadi peningkatan sebesar       
Rp 118.268.250,- atau 14,82%. Namun realisasi penerimaan sektor rumah 
tangga ini masih jauh dari nilai potensi yang ada sebesar                           
Rp 1.708.236.000,- per tahun atau hanya sekitar 53,62% dari potensi 
tersebut. Hal ini berarti masih banyak potensi-potensi yang belum teraih 
sekitar 46,38% dari nilai potensi sektor rumah tangga. 
3. Total Realisasi penerimaan RPP/K sektor rumah tangga dan usaha tahun 
2004 adalah sebesar Rp 1.519.256.650,- dan tahun 2005 sebesar               
65 
 80 
Rp 1.737.376.900,- terjadi peningkatan sebesar Rp 218.120.250,- atau 
14,35% dari total realisasi tahun 2004.  
4. Kontribusi penerimaan RPP/K terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
pada tahun 2004 sebesar 2,57% sedangkan pada tahun 2005 sebesar 2,71% 
berarti ada peningkatan sebesar 0,14% terhadap PAD. 
5. Hasil production sharing yang diterima oleh setiap kelurahan bervariasi 
jumlah nominalnya di tiap triwulan. Hal ini terjadi karena realisasi dan 
potensi setiap kelurahan berbeda sehingga jumlah yang diterimapun 
berbeda. 
6. Penerapan production sharing pada tahun 2005 belum optimal karena baru 
tahun pertama dilaksanakan program ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 
kelurahan yang menerima production sharing hanya sedikit. Dari data 
yang ada terdapat 51 (lima puluh satu) kelurahan tetapi yang menerima 
production sharing tiap bulannya hanya sekitar 2-10 kelurahan saja. 
Fluktuasi jumlah ini dapat dilihat pada triwulan I terdapat 9 (sembilan) 
kelurahan, triwulan II terdapat 8 (delapan) kelurahan dan triwulan ke III 
terjadi peningkatan 2 (dua) kali lipat jumlah triwulan sebelumnya yaitu 16 
(enam belas) kelurahan. Peningkatan ini terjadi karena adanya pengaruh 
perayaan keagamaan yaitu Idul Fitri dan Natal yang menyebabkan 
peningkatan jumlah subyek dan obyek retribusi baik volume sampah 
maupun kebutuhan pelayanan kebersihan serta persampahan. 
 
 
 81 
B. Saran 
1. Pemberlakuan sanksi yang telah ada dengan tegas yang  dikenakan 
terhadap wajib retribusi yang masih sulit untuk membayar kewajiban 
retribusinya maupun petugas pemungut yang melalaikan tugasnya. 
2. Membentuk tim khusus yang bertujuan mengawasi pelaksanaan 
pemungutan sampai pada pembagian production sharing, sehingga 
realisasi penerimaan dapat selalu terpantau. 
3. Pelaksanaan sosialisasi atau musyawarah harus dilakukan secara rutin 
dengan penjadwalan setiap kelurahan untuk menggugah kesadaran 
masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan pembayaran kewajiban 
retribusi yang sesuai tarif dan tepat waktu. 
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi, pengenaan tarif 
oleh PKK atau RT/RW kepada wajib retribusi apakah telah sesuai dengan 
peraturan yang ada, evaluasi pendataaan, penerimaan production sharing 
maupun penerapan sanksi. Hal ini dilakukan dengan harapan dalam 
pelaksanaan pemungutan yang optimal, dapat mendukung penerapan 
production sharing secara maksimal sehingga meningkatkan realisasi 
penerimaan RPP/K bahkan dapat memenuhi potensi RPP/K yang ada atau 
sebenarnya. 
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